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ABSTRAK

Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah,
UMP, dan PMDN terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera selama periode
2019-2023. Metode penelitian ini menggunakan Panel Least Squares (PLS) dengan
pendekatan data panel, melibatkan 10 provinsi di Sumatera dengan 50 observasi panel
yang seimbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independent
pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN berpengaruh signifikan dan negatif terhadap
jumlah penduduk miskin. Secara spesifik, koefisien regresi untuk pengeluaran
pemerintah sebesar -0,007801 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengeluaran
pemerintah sebesar 1 miliar rupiah akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar
0,007801 ribu jiwa (sekitar 7,8 orang). Koefisien UMP sebesar -0,146798 menunjukkan
bahwa setiap peningkatan UMP sebesar 1 juta rupiah akan mengurangi jumlah
penduduk miskin sebesar 0,146798 ribu jiwa (sekitar 147 orang). Koefisien PMDN
sebesar -0,010232 berarti setiap peningkatan PMDN sebesar 1 miliar rupiah akan
mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,010232 ribu jiwa (sekitar 10 orang).
Secara simultan, ketiga variabel ini mampu menjelaskan 97,22% dari variasi jumlah
penduduk miskin di Pulau Sumatera. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang
berfokus pada peningkatan pengeluaran pemerintah, peningkatan UMP, dan investasi
PMDN di wilayah Sumatera sangat efektif dalam menekan angka kemiskinan.
Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah; Upah Minimum Provinsi; Penanaman Modal
Dalam Negeri; Jumlah Penduduk Miskin

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of government spending, UMP, and
PMDN on the number of poor people on Sumatra Island during the 2019-2023 period.
The research method used is Panel Least Squares (PLS) with a panel data approach,
involving 10 provinces in Sumatra with 50 balanced panel observations. The research
results show that the three independent variables government expenditure, UMP, and
PMDN have a significant and negative effect on the number of poor people. Specifically,
the regression coefficient for government expenditure of -0.007801 indicates that every
increase in government expenditure of 1 billion rupiah will reduce the number of poor
people by 0.007801 thousand people (around 7.8 people). The UMP coefficient of -
0.146798 shows that every increase in the UMP of 1 million rupiah will reduce the
number of poor people by 0.146798 thousand people (around 147 people). The PMDN
coefficient is -0.010232, meaning that every increase in PMDN of 1 billion rupiah will
reduce the number of poor people by 0.010232 thousand people (around 10 people).
Simultaneously, these three variables are able to explain 97.22% of the variation in the
number of poor people on the island of Sumatra. Thus, economic policies that focus on
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increasing government spending, increasing the UMP, and PMDN investment in the
Sumatra region are very effective in reducing poverty rates.
Keywords : Government Expenditures; Provincial Minimum Wage; Domestic
Investment; Number of Poor People

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas

dan beragam, menghadapi kondisi sosial-ekonomi yang bervariasi di setiap daerahnya.

Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah penting dalam perekonomian Indonesia,

memiliki potensi ekonomi besar yang tersebar di berbagai sektor seperti pertanian,

perkebunan, hingga industri (Antoni, 2023). Meskipun demikian, wilayah ini masih

dihadapkan dengan masalah kemiskinan yang cukup signifikan, di mana sejumlah

provinsi mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi meskipun telah dilaksanakan

berbagai kebijakan ekonomi.

Pada periode 2019-2023 pengeluaran pemerintah, Upah Minimum Provinsi

(UMP), dan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tiga faktor

ekonomi yang diyakini berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di

Sumatera (Syiffa, 2023). Pengeluaran pemerintah yang mencakup belanja infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

menekan angka kemiskinan (Febriani & Rambe, 2023). Demikian pula, UMP sebagai

instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat juga diharapkan dapat

menurunkan tingkat kemiskinan, sementara PMDN diharapkan mendorong penciptaan

lapangan kerja serta peningkatan pendapatan di masyarakat (Septadarman, 2024).

Meskipun terdapat upaya signifikan dari pemerintah tantangan kemiskinan di

Sumatera masih belum sepenuhnya teratasi. Provinsi-provinsi seperti Aceh, Sumatera

Utara, dan Sumatera Barat masih menunjukkan angka kemiskinan yang relatif tinggi,

bahkan ketika terjadi peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan investasi

(Simanjuntak, 2024). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas

kebijakan fiskal serta regulasi UMP dalam mengatasi kemiskinan di Sumatera (Pasaribu,

2023). Fenomena ini juga menunjukkan bahwa peningkatan investasi dan kebijakan

upah yang progresif tidak begitu saja dapat menurunkan tingkat kemiskinan di berbagai

provinsi secara merata (Rusdi, 2024).

Salah satu hambatan signifikan dalam penurunan angka kemiskinan di Sumatera

adalah ketidakmerataan distribusi manfaat ekonomi. Investasi dan pengeluaran
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pemerintah cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara masyarakat di

pedesaan kesulitan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi (Anitasari, 2023).

Sebagai contoh, pada tahun 2023, provinsi Aceh mengalami penurunan dalam

pengeluaran pemerintah sebesar Rp11.093,86 miliar dari tahun sebelumnya, namun

investasi PMDN mengalami kenaikan menjadi Rp8.883,3 miliar. Meskipun demikian,

jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut tetap stagnan di sekitar 807.000 jiwa

(Anggraini Rambe, 2024). Polanya juga terlihat di provinsi lain seperti Riau, yang pada

tahun 2023 mencatat pengeluaran pemerintah sebesar Rp10.515,17 miliar dan investasi

PMDN mencapai Rp48.243,3 miliar, namun angka kemiskinan masih bertahan di

486.000 jiwa. Situasi ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi saja belum

cukup untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan tanpa adanya distribusi manfaat

yang merata (Murniati, 2022).

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keterkaitan antara Pengeluaran

Pemerintah, UMP, dan Investasi PMDN terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera

pada periode 2019-2023. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan wawasan

yang lebih luas tentang efektivitas kebijakan ekonomi di setiap provinsi dalam

menurunkan angka kemiskinan. Lebih jauh, penelitian ini akan menawarkan

rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam memaksimalkan pengaruh positif

dari kebijakan upah, pengeluaran pemerintah, dan investasi agar dampaknya lebih

merata, terutama di wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA
Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin mengacu pada populasi yang hidup dalam keterbatasan

ekonomi, yang dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai tingkat pendapatan

yang tidak mencukupi dalam mengakomodasi kebutuhan pokok hidup. Garis

kemiskinan ini biasanya dihitung berdasarkan survei pengeluaran rumah tangga yang

mencakup harga kebutuhan pokok serta akses terhadap layanan publik. Kemiskinan

merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk

kebijakan ekonomi, tingkat pendidikan, akses terhadap lapangan kerja, dan distribusi

pendapatan (Prasetyo, 2020).

Salah satu teori yang relevan dengan kemiskinan adalah Teori Kemiskinan

Struktural, yang dikemukakan oleh Oscar Lewis pada tahun 1960-an. Menurut teori ini,

kemiskinan disebabkan oleh struktur ekonomi dan sosial yang tidak memberikan
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kesempatan yang cukup bagi individu untuk keluar dari kondisi kemiskinan (Erhard,

2024). Penelitian oleh (Dewi, 2022) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada

sektor sosial berperan signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, terutama

di daerah-daerah tertinggal. Penelitian lain oleh (Yasni & Yulianto, 2020) menemukan

bahwa kenaikan UMP secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun

dampaknya lebih terasa di wilayah perkotaan. Penelitian ini akan menguji kembali

bagaimana variabel-variabel seperti pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN

berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh anggaran yang dikeluarkan oleh

pemerintah untuk pembiayaan operasional, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas

publik serta program-program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut

(Bennee et al., 2021), pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan menjadi pengeluaran

rutin, seperti gaji pegawai negeri, dan pengeluaran modal yang mencakup investasi

pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Fungsi utama

pengeluaran pemerintah adalah sebagai instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi dan menyeimbangkan distribusi pendapatan melalui program-program yang

meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Salah satu teori yang relevan dengan pengeluaran pemerintah adalah Teori

Fungsi Alokasi dan Distribusi yang dikemukakan oleh Richard Musgrave (1959).

Menurut teori ini, salah satu fungsi pengeluaran pemerintah adalah untuk

mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendistribusikan pendapatan guna

mengurangi kesenjangan sosial (Shakoori, 2021). Studi oleh (Mhlanga, 2021)

menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada infrastruktur dan

sektor sosial seperti kesehatan dan pendidikan secara signifikan mengurangi tingkat

kemiskinan. Demikian juga, penelitian oleh (Xiao et al., 2022) menyimpulkan bahwa

peningkatan belanja modal pemerintah berkorelasi positif dengan penurunan jumlah

penduduk miskin, khususnya di daerah pedesaan.

H1: Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah

penduduk miskin di Pulau Sumatera.
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Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan besaran upah paling rendah yang

ditentukan pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan. UMP

ditujukan untuk melindungi pekerja agar mendapatkan penghasilan yang layak, yang

mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka (Pelle et al., 2024). Menurut

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, penetapan UMP

mempertimbangkan beberapa aspek seperti inflasi, produktivitas, dan pertumbuhan

ekonomi. UMP diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan

kesejahteraan pekerja, terutama di sektor formal, serta mengurangi kesenjangan

pendapatan di antara berbagai kelompok pekerja.

Teori yang relevan dengan konsep upah minimum adalah Teori Upah Efisiensi

yang dikemukakan oleh George Akerlof pada tahun 1980-an. Teori ini menyatakan

bahwa pemberian upah yang lebih tinggi dari tingkat upah pasar dapat meningkatkan

produktivitas pekerja, mengurangi turnover, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan

(Fei, 2022). Studi oleh (Permana & Pasaribu, 2023) menemukan bahwa kenaikan UMP

berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat di wilayah perkotaan, pada

akhirnya dapat memperkecil angka kemiskinan. Studi lainnya oleh (Zaring, 2024)

menunjukkan bahwa peningkatan UMP di Jawa Tengah berhasil menurunkan jumlah

penduduk miskin, meskipun dampaknya lebih kecil pada pekerja sektor informal.

H2: Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jumlah

penduduk miskin di Pulau Sumatera.

Penanaman Modal dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ialah investasi yang dilakukan oleh

entitas lokal atau warga negara Indonesia di dalam negeri. PMDN biasanya diarahkan

pada beberapa sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan jasa, yang bertujuan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Menurut Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM), PMDN merupakan bagian penting dari perekonomian nasional karena

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong transfer

teknologi di antara pelaku usaha domestik. Investasi ini juga berfungsi sebagai

penggerak perekonomian lokal yang secara langsung memberikan pengaruh terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar (Ramadhan et al., 2021).
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Salah satu teori yang relevan dengan PMDN adalah Teori Investasi Keynesian,

yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (1936). Teori ini menjelaskan bahwa

investasi merupakan komponen penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi karena

investasi dapat meningkatkan permintaan agregat, memperluas kapasitas produksi, dan

menciptakan lapangan kerja (Kingu, 2024). Studi oleh (Ni Kadek et al., 2024)

menemukan bahwa PMDN secara signifikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di

sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan pertanian, yang secara tidak langsung

mengurangi jumlah penduduk miskin. Penelitian lain oleh (Sahrul et al., 2023) juga

mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa peningkatan investasi PMDN dapat

mempercepat pengurangan kemiskinan, khususnya di daerah yang memiliki basis

pertanian yang kuat.

H3: Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap pengurangan

jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menerapkan metode analisis

regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews. Data yang digunakan dalam

studi ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari BPS dan Badan Koordinasi

Penanaman Modal yang mencakup 10 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka

Belitung Dan Lampung. Periode analisis mencakup tahun 2019 hingga 2023,

menghasilkan 50 observasi panel yang seimbang. Pemilihan model dilakukan melalui

serangkaian uji, termasuk uji Chow untuk menetapkan antara model Common Effect

dan Fixed Effect, serta uji Hausman untuk memutuskan model terbaik antara Fixed

Effect dan Random Effect. Uji hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi tingkat

signifikansi dari nilai probabilitas. Hipotesis diterima apabila nilai p-value dibawah

0,05 yang menyatakan adanya pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap

variabel dependen.

Persamaan regresi data panel yang digunakan sebagai berikut:

Keterangan:
Yit : Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
β0 : Konstanta
X1it : Pengeluaran Pemerintah (miliar rupiah)
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X2it : Upah Minimum Provinsi (juta jiwa)
X3it : Penanaman Modal Dalam Negeri ( miliar rupiah)
Eit : Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Panel

1.Uji Chow

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa model yang

terpilih dari uji data panel antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model

(FEM) ialah model Fixed Effect Model (FEM). Hal ini ditunjukkan oleh nilai

probabilitas dari Cross-section F-statistic sebesar 0.0000 dan Cross-section Chi-square

sebesar 0.0000, yang keduanya berada di bawah nilai ambang batas signifikansi 0,05.

Sehingga, hasil uji Chow ini mengindikasikan yakni model FEM lebih relevan

digunakan dalam penelitian ini dibandingkan model CEM, karena adanya perbedaan

yang signifikan antara cross-sections (provinsi) yang diteliti. Model FEM

memungkinkan adanya variasi antar cross-sections, sehingga hasil analisis lebih akurat

dalam menggambarkan pengaruh variabel independen seperti pengeluaran pemerintah,

UMP, dan PMDN terhadap jumlah penduduk miskin di setiap provinsi di Sumatera.

2.Uji Hausman

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang ditampilkan pada Tabel 2, dapat

disimpulkan bahwa model yang terpilih antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random

Effect Model (REM) yakni model Fixed Effect Model (FEM). Hal tersebut ditunjukkan

oleh nilai probabilitas dari Chi-Squaresebesar 0.0016, yang kurang dari tingkat

signifikan yang ditentukan yakni 0,05. Dengan demikian, uji Hausman ini

mengindikasikan adanya korelasi signifikan antara variabel independen dengan error

term, sehingga model FEM lebih cocok digunakan dibandingkan REM. Model FEM

lebih mampu menangkap perbedaan spesifik di setiap cross-section (provinsi) yang

diteliti, sehingga lebih akurat dalam menganalisis hubungan antara pengeluaran

pemerintah, UMP, dan PMDN terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera.

Uji Asumsi Klasik

1.Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1 yang menampilkan uji asumsi klasik normalitas terhadap

residual model, dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan

oleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.278245, yang berada di atas ambang batas
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signifikansi 0.05. Maka, data residual memenuhi asumsi normalitas, artinya model

regresi yang diterapkan penelitian ini tidak adanya kendala pada distribusi residual. Hal

ini penting karena normalitas residual adalah salah satu ketentuan uji klasik yang harus

dipenuhi agar hasil estimasi model regresi panel dapat diinterpretasikan dengan baik,

sehingga dapat dipercaya dalam pengambilan kesimpulan.

2.Uji Heteroskedasitas

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode Breusch-Pagan-

Godfrey yang ditampilkan dalam Tabel 3, dapat dikatakan bahwa data bebas dari

masalah heteroskedastisitas. Ini menunjukkan dari nilai probabilitas Chi-Square sebesar

0.8314, yang lebih besar dari ambang batas signifikansi 0.05. Selain itu, nilai

probabilitas dari F-statistic sebesar 0.8327 dan Scaled explained SS sebesar 0.8155 juga

berada di atas 0.05, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa varians residual

bersifat homoskedastik (konstan) di seluruh observasi. Dengan demikian, asumsi klasik

heteroskedastisitas terpenuhi, dan model regresi yang digunakan dapat dikatakan

reliabel untuk menghasilkan estimasi yang tidak biasa.

3.Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas yang ditampilkan dalam Tabel 4 dengan

menggunakan Variance Inflation Factors (VIF), dapat dikatakan data tidak ada masalah

multikolinieritas. Ini dapat dilihat dari nilai Centered VIF untuk variabel Pengeluaran

Pemerintah (PP), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Investasi PMDN (IPMDN),

yang semuanya berada di bawah angka ambang batas 10, masing-masing sebesar

1.224091, 1.052531, dan 1.259246. Nilai-nilai ini mengindikasikan bahwa tidak ada

korelasi linear yang tinggi antar variabel independen dalam model, sehingga tidak

terdapat masalah multikolinieritas yang signifikan. Model regresi yang diterapkan dapat

dipercaya dalam mengestimasi hubungan antara variabel-variabel tanpa risiko distorsi

yang disebabkan oleh multikolinieritas.

4.Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation

LM Test yang ditampilkan dalam Tabel 5, hasilnya menunjukkan data bebas dari

masalah autokorelasi. Terlihat dari nilai probabilitas Chi-Square Obs*R-squared sebesar

0.2535, yang lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05. Selain itu, nilai

probabilitas F-statistic sebesar 0.2794 juga mendukung kesimpulan bahwa tidak ada
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autokorelasi dalam model. Sehingga residual dari model regresi tidak mempunyai

korelasi serial, sehingga model memenuhi asumsi klasik autokorelasi dan dapat

digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa khawatir adanya bias estimasi yang

disebabkan oleh autokorelasi.

Uji Hipotesis

1.Uji t

Pada Tabel 6, pengujian hipotesis dengan metode Panel Least Squares, diperoleh

hasil yang menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Pengeluaran

Pemerintah (PP), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Investasi PMDN, ketiga

variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Jumlah

Penduduk Miskin (JPM). Dibuktikan dari nilai probabilitas uji t untuk setiap variabel

yang <0,05: PP (0,0200), UMP (0,0093), dan PMDN (0,0030). Koefisien dari ketiga

variabel menunjukkan arah pengaruh negatif, yang berarti bahwa peningkatan pada

variabel independen cenderung mengurangi angka penduduk miskin di provinsi-

provinsi di Pulau Sumatera. Interpretasi koefisien pada setiap variabel sebagai berikut:

a. Pengeluaran Pemerintah (PP) memperoleh koefisien sebesar -0,007801. Ini berarti,

jika pengeluaran pemerintah meningkat senilai 1 miliar rupiah, maka jumlah

penduduk miskin menurun sebesar 0,007801 ribu jiwa (atau sekitar 7,8 orang),

dengan asumsi variabel lain konstan.

b. Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki koefisien -0,146798. Ini menunjukkan

bahwa meningkatnya UMP senilai 1 juta rupiah dapat mengurangi jumlah penduduk

miskin sebesar 0,146798 ribu jiwa (atau sekitar 147 orang), dengan asumsi variabel

lain konstan.

c. Investasi PMDN memiliki koefisien -0,010232. Hal ini menunjukkan bahwa setiap

peningkatan investasi PMDN sebesar 1 miliar rupiah dapat mengurangi jumlah

penduduk miskin sebesar 0,010232 ribu jiwa (atau sekitar 10 orang), dengan asumsi

variabel lain konstan.

2.Efek Tetap Privinsi

Berdasarkan Tabel 7, hasil menunjukan adanya variasi signifikan antar wilayah

di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara memiliki efek tetap tertinggi dengan nilai

699199,0 menunjukan bahwa karakteristik khusus provinsi ini, seperti tingginya

populasi atau aktivitas ekonomi yang kompleks, secara signifikan mempengaruhi
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jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, Bangka Belitung menunjukkan efek tetap

terendah yaitu -512022,3 yang mengindikasikan kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik,

seperti tingkat kemiskinan yang relatif rendah, kemungkinan akibat fokus pada sektor

ekonomi tertentu.

3.R-squared

Secara keseluruhan, nilai R-squared sebesar 0.974387 dan Adjusted R-squared

sebesar 0.972252 mengindikasikan dimana model ini mampu menjelaskan 97,44%

variabilitas dalam jumlah penduduk miskin berdasarkan variabel independen dan efek

tetap provinsi. Dengan demikian, model ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat

baik dalam menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN terhadap

kemiskinan di Pulau Sumatera selama periode 2019-2023.

4.Uji F

Pada Uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000, yang mana <0,05. Ini

mengindikasikan secara simultan, ketiga variabel independen (PP, UMP, dan PMDN)

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (JPM). Artinya, model regresi

secara keseluruhan mampu menguraikan hubungan antara variabel independen dan

dependen dengan baik. Nilai Durbin-Watson sebesar 1.925869 juga mengindikasikan

tidak adanya masalah autokorelasi yang serius dalam model ini.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau

Sumatra

Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah (PP) berpengaruh

signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatra. Terlihat dari

nilai koefisien regresi sebesar -0,007801 dan nilai probabilitas sebesar 0,0200 dimana

<0.05. Hasil ini mengindikasikan setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1

miliar rupiah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0,007801 ribu jiwa

(sekitar 7,8 orang), dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Hal ini

memperlihatkan bahwa alokasi anggaran yang ditujukan pada bidang-bidang prioritas

seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memberikan dampak positif

terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatera.

Hasil penelitian ini relevan terhadap penelitian terdahulu yang juga

menunjukkan dampak signifikan dari pengeluaran pemerintah terhadap pengurangan

kemiskinan. Studi oleh (Amar et al., 2020) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah
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pada sektor sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, secara signifikan berkontribusi

terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Penelitian oleh (Nwikina, 2024) juga

menyimpulkan bahwa belanja modal pemerintah, khususnya di daerah pedesaan,

berdampak langsung dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan

menciptakan peluang kerja, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung literatur yang ada, yang menunjukkan

pentingnya pengeluaran pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan melalui

alokasi anggaran yang efektif di sektor-sektor prioritas.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau

Sumatra

Berdasarkan hasil analisis, Upah Minimum Provinsi (UMP) bepengaruh

signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatra. Ini

ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,146798 dengan nilai probabilitas

0,0093, berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut membuktikan setiap

kenaikan UMP senilai 1 juta rupiah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar

0,146798 ribu jiwa (sekitar 147 orang), dengan asumsi variabel lain tidak berubah.

Dengan meningkatnya UMP, daya beli masyarakat, terutama kelompok pekerja dengan

upah rendah, ikut terdongkrak sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Hasil kajian ini relevan dengan penelitian terdahulu yang juga menunjukkan

dampak positif dari peningkatan upah minimum terhadap penurunan kemiskinan.

Misalnya, penelitian oleh (Ghozali, 2023) menemukan bahwa kenaikan UMP

berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah perkotaan di

Indonesia, di mana pekerja sektor formal lebih banyak memperoleh manfaat dari

kenaikan tersebut. Penelitian lain oleh (Husni et al., 2023) juga menyimpulkan bahwa

kenaikan UMP di Jawa Tengah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun

dampaknya lebih terbatas pada sektor informal. Dengan demikian, hasil penelitian ini

mendukung literatur yang ada dan memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan upah

minimum yang tepat dapat berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya

mengurangi kemiskinan di Pulau Sumatra.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

di Pulau Sumatra
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Berdasarkan hasil penelitian, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

berpengaruh signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatr.

Angka koefisien regresi sebesar -0,010232 dengan nilai probabilitas 0,0030, yang <0,05

menyatakan peningkatan investasi domestik secara signifikan berkontribusi terhadap

penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil tersebut menyatakan bahwa setiap

meningkatnya PMDN sebesar 1 miliar rupiah dapat mengurangi jumlah penduduk

miskin sebesar 0,010232 ribu jiwa (sekitar 10 orang), dengan asumsi variabel lain tetap.

Investasi domestik memberikan dampak kontribusi positif terhadap penyediaan

lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Hasil temuan ini relevan dengan kajian terdahulu yang juga menunjukkan peran

penting PMDN dalam mengurangi kemiskinan. Studi oleh (Magdalena, 2020)

menemukan bahwa peningkatan investasi domestik di sektor-sektor kunci seperti

pertanian dan industri di daerah pedesaan secara signifikan mengurangi jumlah

penduduk miskin. Selain itu, penelitian oleh (Halid, 2023) menyimpulkan bahwa

peningkatan investasi domestik berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan di

daerah dengan basis ekonomi yang kuat, seperti Sumatra. Hasil penelitian ini

memperkuat bukti bahwa PMDN adalah salah satu faktor utama yang dapat mendorong

pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatera melalui peningkatan kesempatan kerja dan

penguatan sektor-sektor ekonomi lokal.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi, dan Penanaman

Modal Dalam Negeri Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi

(UMP), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara simultan memberikan

pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatra. Hasil uji F

menjelaskan nilai probabilitas sebesar 0,0000, mengindikasikan dimana semua variabel

independen secara bersamaan berperan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

Pengeluaran pemerintah, UMP, dan PMDN masing-masing berkontribusi terhadap

pengurangan kemiskinan melalui mekanisme yang berbeda. Peningkatan pengeluaran

pemerintah pada sektor-sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan, kenaikan UMP

yang meningkatkan daya beli masyarakat, serta peningkatan investasi domestik yang

menciptakan lapangan kerja, semuanya berkontribusi pada penurunan jumlah penduduk

miskin. Dengan nilai R-squared sebesar 0.974387 dan Adjusted R-squared sebesar
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0.972252, variabel-variabel ini secara signifikan menjelaskan 97,44% variasi jumlah

penduduk miskin di provinsi-provinsi di Pulau Sumatra. Hal ini menunjukkan bahwa

kebijakan-kebijakan di sektor-sektor tersebut sangat efektif untuk menurunkan tingkat

kemiskinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan dimana Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum

Provinsi (UMP), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatra selama

periode 2019-2023. Hasil analisis membuktikan bahwa peningkatan pengeluaran

pemerintah di sektor-sektor strategis, kenaikan UMP yang meningkatkan daya beli

pekerja, serta peningkatan investasi domestik yang menciptakan lapangan kerja baru

secara bersama-sama mampu menekan angka kemiskinan di berbagai provinsi di

Sumatra. Nilai R-squared sebesar 0.974387 dan Adjusted R-squared sebesar 0.972252,

penelitian ini menegaskan yakni kebijakan-kebijakan di ketiga sektor tersebut efektif

dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Temuan ini memberikan implikasi penting

bagi pembuat kebijakan, yaitu perlunya meningkatkan pengeluaran pemerintah pada

sektor-sektor yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, memperkuat regulasi

terkait UMP agar dapat menyejahterakan pekerja, serta mendorong investasi dalam

negeri yang lebih merata. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat

pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatra dan membantu mewujudkan pembangunan

ekonomi yang inklusif di masa mendatang.
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